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WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIU M
LINGKUNGAN PADA DINAS LING RUNG AN HIDUP KOTA MEL AN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 20 '

tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkurgu; ;

Hidup Kota Medan , perlu membentuk Peraturan 'V; '

Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekn . .

Laboratoriurr Lingkungan Pada Dinas Lingkungan
Hidup Kota Medan.

Mengingat : 1. Pasai 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik ndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nornor 8 Drt Tahun 195; - tenia!

Pernbenti kan Daerah Otonom Kota-Kota 14 s .

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera U .z . ..
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195'
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubi k
Indonesia Nomor 10921;

3. Undang-L ndang Nornor 14 Tahun 2008 ternary
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Nega a
Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negs :
Nomor 4846) ;

4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanar Publik ( Lembaran Negara RepubiT
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambanar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo -' 5038) ;

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 ternary
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan H11 •

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 .V
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubi
Indonesia Nomor 5059) ;
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentant.

Negara
Tahun 2C 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

Aparatur Sipil (Lembaran Mega

7. Undang-L ndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tarn.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraxhi :

dengan iJndang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0
ten tang ^erubahan Kedua Atas Undang-Unom
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah ;- i

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonos
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negan .
Republik ndonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
tentang Perluasan Daerah Kotamadya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 3
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repub! .

Indonesia Nomor 3005) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1 )

tentang Pernbentukan Kecamatan Berastagi Da r
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bavi: Raja
Dan Ujur.g Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1 ' Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di
Wilayah Cabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dar.

Kecamatan Medan Petisah . Medan Tembung. M e ; -
Helvetia,Medan Polonia, Medan Maimun . Medan
Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area l i
Wilayah kotamadya Daerah Tingkat 4 Medan Dalam
Wilayah FYopinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 67 ;

1 9 / 3
Me .T ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
tentang Pembentukan 18(Delapan Belas) Kecamru .

Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat
Simalungun, Dairi , Tapanuli Selatan, Karo. Tapan :
Utara, Tapanuli Tengah , Nias, Langkat, Dan Wiiayan
Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wiiayan

SumateraPropinsi Daerah Tingkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 )

Nomor 65 '. ;
Uiar r

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 - u .

tentang Izin Lingkungan ( Lembaran Negara Repu m
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 5285) ;
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12. Peraturar Menteri Negara Lingkungan Kidup
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratoriu
Lingkungan;

13. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembetukan cm
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Te m i -

Daerah ;

14. Peraturar Daerah Kota Medan Nomor
Tahun 3016 tentang Pembentukan ; °eran .

Daerah Kota Medan ( Lembaran Daerah Kb a Me r .
Tahun 2016 Nomor 15. Tambahan Lembaran Dam: ;

Kota Med -in Nomor 5j ;

15. Peraturar Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun iC
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tuga:
Dan Fur.gsi , Dan Tata Kerja Perangkat Daerai
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturar. V ;

Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 vm
Peru bahan Atas Peraturan Wali Kota bad ? :
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susur..' :
Organisasi, Tugas Dan Fungsi , Dan Tata iser -
Perangka Daerah (Berita Daerah Kota Medai
Tahun 2C17 Nomor 40):

16. Peraturar Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2C
tentang Rincian Tugas Dan Fungs Dma
Lingkungan Hid up Kota Medan ( Berita Daerah : .o .
Medan Tahun 2017 Nomor 49) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKh N
UNIT PELAKSANA TEKN1S LABORATORY .V
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HID .. :
KOTA MEDAN .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Kota Medan.



2. Pemerintahan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pervvakm. :

ratyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbanfu ; .:

dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam siscem dim priisiy

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ctimal si .

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Daerah adalah penyelenggaraan uru

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelengga .a
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan .

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup K o r a
Medan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan
adalah UPT Laborator um Lingkungan pada Dinas Lingkur

Hidup Kota Medan.

9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunaken
sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acm r

penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan jar ;:

penyelenggaraan kepada masyarakat dalama rangka pelayanr i

yang berkualitas. cepat mudah, terjangkau, dan terukur.

10. Indeks kepuasan masyarakat vang selanjutnya disingkat c k - n g -
IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasar;

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukurav; seca ;a

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanar dari aparatur penvelenggara pelayanm .

publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya.

11. Standar Operasional f 'rosedur yang selanjutnya disingkat Hr i

adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukm ;

secara kronologis untiik menyelesaikan suatu pekerjaan \ a i :

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan
para pekeija dengan biaya yang serendah-rendahnya.

12. Laboratorium Lingkungan adalah iaboratorium yang mempuny.
laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan .

13. Laboratorium pengujian adalah laboratorium yang mcnguki ;

memeriksa, menguji, nenentukan sifat atau penam;y : a ) i i , .

bahan atau produk.
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14. Pengujian parameter kualitas Hngkungan yang selanjutr.vs
disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas
penetapan dan penenti an satu sifat atau lebih parameter kualitas
Hngkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan .

15. Contoh uji/sampel adalah contoh yang dapat mewakiii siiai
sesuatu yang akan diuj .

; r:

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal I-
Wali Kota membentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas
dengan Klasifikasi Kelas A .

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

( 1 ) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudu .can
sebagai unsur pekksana teknis operasional pelayann
laboratorium lingkungan pada Dinas:

(2) Unit Pelaksana Tekms dipimpin oleb seorang Kepala, berati i-

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melaii ;

Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas;

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas n r m b a i s
Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasiomi
pelayanan laboratorium lingkungan ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat }

UFT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
a. pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
b. pelayanan laboratorium lingkungan .



6

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari
a. Kepala UPT;
b. Kepala Sub Bagian 'lata Usaha;
c. Kelompok Jabatan F ungsiona! cian pelaksana;

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan
sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) tercantum dalam Lampirar:
Peraturan Wali Kota ini .

BAB Hi
URA1AN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPr? Laboratorium Lingkungan

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT :,aboratoriurn Lingkungan adalah :

a. merencanakan program dan kegiaian UPT dengan mempeoorm : .
rencana umum kota, rencana strategis. dan rencana kerja D i m

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, stare; a

kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kc r ; .

evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga
terselenggaranya aktivicas dan tugas secara optimal:

c. membagi tugas, membimbing, menilai , memberikan pery tai r

dan penegakan/pemresesan kedisiplinan Pegawai AS i ( rcu -c
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas U P T

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d . melaksanakan koordirasi dan penveliaan pelaynnan di biclarg

laboratorium yang mel puti pemeriksaan dan pengujian terhadap
kualitas air, udara , kebisingan , dan tanah rermasuk limbab yar. g

terkandung di dalamnya untuk penentuan kualitas lingkung u

dengan menerapkan sistem mutu yang berlaku bagi laborstor L

penguji dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

e. membuat kesimpulan basil pengujian secara objektif pada nasm
dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan:

f. melaksanakan pengelo’aan untuk pemeliharaan rutin dan / am
berkala sarana dan prasarana UPT sesuai peraturan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ;

g. melaksanakan koordinasi dan penyeliaan pemutakhi an c m ,

lingkup laboratorium lingkungan sebagai bahan perencar.aan .la .

informasi publik :
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sobm;;

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



i. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepak
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laborator y :

Lingkungan adalah :
a. menyiapkan bahan penyusunan program keija UPT dengan

mempedomani rencara umum kota, rencana strategis. d

rencana keija Dinas ui tuk terlaksananva sinergitas perencanr :

b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, SOP. stare. .’

kompetensi jabatan, analisis jabatan. analisis beban b -
evaluasi jabatan , dan standar lainnya lingkup UPT
diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggara n \ .
aktivitas dan tugas secara optimal:

c. membagi tugas, pemoimbingan, penilaian , penghargaan . dsr
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegavvai ASN ( reward anc:
punishment) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka art. ;

kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundan -

undangan;
d. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pe. nbuki -

verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggui ijav.: i :

anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undanga
e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai S

lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundrr
undangan;

f. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayar.Hn

belanja pegawai, belan a barang, beianja modal, dan pemba . r

lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkung y

UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

h. melakukan urusan pengelolaan persuratan , perpustakaan , 1

kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas pemtui . y

perundang-undangan :
i. melakukan

lingkungan UPT;
j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, p - iga( ior: -

penerimaan, inventarsasi, pcnyimpanan, penghapusar-
pendistribusian barang milik daerah di lingkungan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

k. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan keamar.au
ketertiban, kebersihan , dan keindahan di lingkungan UPT;

l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasaram; i ;

lingkungan UPT;

m. melakukan penyimpan.an dan pemeliharaan dokumen u r u s a r
tata usaha;

n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebag

pertanggungjawaban tugas; dan

sn

publikasi dan dokumentasi diurusan
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ok;h Kco.- i

UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancanu
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal E

(1) Di lingkungan UPT ditempatkan Jabatan Fungsional tertentu d . r

jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analkn
jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-i. ndangan .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanaki - i •

tugas teknis operasioral pada jabatan fungsional van 1 mer. ja ;

tugas dan tanggungjauabnva selaku pejabat. fungsional u
melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian u i

kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan ten tang
jabatan fungsional dan angka kreditnya.

(3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas felons
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya scla
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil ana i.
jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan perm
perundang-undangan.

Ki:

(4) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendafan
Lainnya yang merupalcan jabatan Pelaksana berdasar ; u
Peraturan yang berlaku .

BAB IV
ESELON1SAS!

Pasal 9

(1) Kepala UPT pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IVa:

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas adalah Jabatan
Struktural Eselon IVb.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pul I k nun -
Kepala Dinas mengevaluasi uan /alau menetapkan su-tiiJi
pelayanan, standar operasional prosedur dan menyediakan kct J
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey (IKM ) p t

UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Pa a
Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib
menerapkan prmsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oaik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuar.
organisasi di lingkungc.n pemerintah daerah serta dengan instar SJ

lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan peraturur
perundang-undangan.

(3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib rnengaa
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan ug .

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai derg:.

peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggui
jawab memimpin dan mengoordina sikan bavvahan masing- mask
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana;

tugas bawahannya .

(5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib meng: < r
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada alas,

masing-masing dan rnenyiapkan laporan berkala tepat paca
waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala 3. I

Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib dioiah I :. :

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan ieb >

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannyw

(7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organise. -
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT .la
Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepa-v
bawahan dan wajib mengadakan rapat. berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1 1

Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas aniara UPT dan Baiun i

pada Dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan > ’ .
Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur iebi
lanjut oleh Kepala Dinas.
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D A D \ /1
VI

_
J v i

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuim’a , memerintahkan pengundang; r
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannva dalam Berita Dae rr 1

Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2013

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMt ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN .

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan asiinya
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
kKOTA MEDAN ,

BAME
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Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Laboratoriurn Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

UPT

SUB BAG!AN
TATA USAMA

KELGiviFGK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
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